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Mengingat

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 02 TAHUN 2006

TENTANG
PAJAK HOTEL
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dimana Pajak Hotel merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah ;

. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 2

Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe,
maka Pemerintah Kota Lhokseumawe berhak dan
berwenang melakukan pungutan Retribusi Daerah sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam

Qanun Kota Lhokseumawe.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118 ,Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

: QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PAJAK HOTEL



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

a.

b.

C.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe ;
Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;

Pemerintan Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lhokseumawe;

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas
Pelayanan Hotel;

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

Pengusaha Hotel, adalah perseorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/ atau pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Penetapan yang menentukan jumlah pajak yang
terhutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Penetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak
tidak terhutang ;



m.

n.

o.

p.

(1)

(2)

(3)

Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah Surat Penetapan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah Surat Penetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terhutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah Surat Penetapan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada
kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Setiap pemberian jasa pelayanan hotel dipungut pajak dengan nama Pajak
Hotel;

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran
dihotel,

Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain :
gubuk pariwisata (Cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan
(hotel, hotel melati dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan
jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah
penginapan ;

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, wartel, faximili, telex, Foto
copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang
disediakan atau dikelola hotel;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness
centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, yang disediakan atau dikelola
hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,

e. Penjualan makanan atau minuman ditempat yang disertai dengan
fasilitas penyantapannya.



Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya
yang tidak menyatu dengan hotel.
b. Asrama dan pesantren;
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan
oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel,
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat
dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan
pembayaran atas pelayanan hotel ;

(2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

BAB llI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
hotel.
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan 10% ( sepuluh persen ).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah;
(2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.



